
 

 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR  27  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang : a.   bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 

2020 yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan 
perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 
2020; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 
Anggaran 2020; 

 

SALINAN 



 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);  

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4422); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 



 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) 
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 



 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa 
Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42); 

29. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 



 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 

450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
249); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi 
KHusus Fisik Tahun Anggara 2020; 

35. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi 

Khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12); 

Memperhatikan : 1.  Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 

2019 Nomor 48); 
 

 



 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal 1 

 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan untuk 
menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat: 

a. penyesuaian dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan sesuai ketentuan 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 
b. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau 

belum dianggarkan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan 
Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional; 

c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  
 

 
Pasal 2 

 
Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mencakup:  
a.  program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan; dan/atau  
b.  keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat;dan 

 
 

 
 
 



 

Pasal 3 
 

(1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan: 
a. belanja tidak terduga. 
b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan;  
c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia; dan/atau 

d. menggunakan dana transfer Hibah Pusat dan Cadangan DAK Fisik.  
(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam: 

a. DPPA-PD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau 

b. RKA-PD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia pada PD yang secara fungsional terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

 

Pasal 4 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah  

Semula  Rp.   179.859.406.326,14 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.        3.814.717.600,00) 

Jumlah  Rp.   176.044.688.726,14  

b. Dana Perimbangan  

Semula  Rp.   1.122.338.473.000,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.    113.641.466.000,00) 

Jumlah  Rp. 1.008.697.007.000,00 

 

  



 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

Semula  Rp.   267.401.436.973,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.  4.811.937.322,31) 

Jumlah  Rp.   262.589.499.650,69 

Jumlah Pendapatan     Rp. 1.447.331.195.376,83 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula  Rp.   607.262.719.958,49 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.      40.814.255.839,76) 

Jumlah  Rp.   566.448.464.118,73  

2) Belanja Hibah   

Semula  Rp.   26.797.994.600,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.  7.595.582.400,00) 

Jumlah  Rp.   19.202.412.200,00 

3) Belanja Bantuan Sosial  

Semula  Rp.   1.225.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   1.225.000.000,00 

 

 

 

 



 

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  

Semula  Rp.        3.687.474.000,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.        269.482.960,00) 

Jumlah  Rp.   3.417.991.040,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada  

Provinsi/Kabupaten/Kota dan  

Pemerintahan Desa dan Partai Politik 

Semula  Rp.   240.234.134.880,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.  9.365.917.500,00) 

Jumlah  Rp.   230.868.217.380,00 

6) Belanja Tidak Terduga  

Semula  Rp.   2.000.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  19.900.000.000,00 

Jumlah  Rp.   21.900.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung    Rp.  843.062.084.738,73 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula  Rp.      45.471.156.584,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.  1.235.748.800,00) 

Jumlah  Rp.   44.235.407.784,00 

 

 



 

2) Belanja Barang dan Jasa  

Semula  Rp.   335.258.482.943,85 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.  40.903.253.113,00) 

Jumlah  Rp.   294.355.229.830,85 

3) Belanja Modal  

Semula  Rp.   307.662.353.332,80 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.      41.983.880.309,55) 

Jumlah  Rp.   265.678.473.023,25 

Jumlah Belanja Langsung     Rp.    604.269.110.638,10 

 Jumlah Belanja   Rp. Rp. 1.447.331.195.376,83 

 

  Surplus/(Defisit)         (Rp.                             0,00) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan  

Semula  Rp.   0,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.      0,00 

Jumlah  Rp.   0,00 

4. Pembiayaan Netto     Rp.            00,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan          Rp.        0,00 

 
 
 

 
 



 

5. Pertambahan Belanja Langsung setelah Pergeseran : 

a. Dinas Kesehatan (BOK Tambahan)   Rp.     3.832.500.000,00         

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DAK Cadangan)  Rp.   14.747.982.000,00 

c. Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi UMKM (DAK Cadangan) Rp.     1.093.519.000,00        

d. Dinas Kelautan dan Perikanan (DAK Cadangan)  Rp.     1.551.257.000,00       

e. Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga (DAK Cadangan)   Rp.     1.340.329.000,00         

f. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (DAK Cadangan) Rp.     2.692.497.000,00      

g. Badan Penaggulangan Bencana Daerah (Hibah RR)  Rp.     7.503.468.500,00   + 

 Jumlah Belanja Langsung   Rp. 32.761.552.500,00 

 

Pasal 5 

 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.  

Pasal 6 
 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 7 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 8 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
 



 

 
Pasal 9 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 
 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 
 

Ditetapkan di Polewali 
pada tanggal 20 Juli 2020 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
 
                   ttd          

 

                        ANDI IBRAHIM MASDAR 
 

Diundangkan di Polewali   
pada tanggal 21 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

  
               

            ttd 

BEBAS MANGGAZALI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 27. 
 

             Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
             Polewali  24 Juli  2020 

 



 

 


